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ABSTRACT 

The increasing population will certainly need public facilities to support life 

and encourage the economy. These public facilities cover various aspects of 

communities' lives, transportation is one of the basic needs to support the economy 

and society. National Strategic Projects are efforts made by the government and/or 

business entities to improve the economy and equitable regional development by 

acquiring land for the public purposes. One of the areas affected by land acquisition 

for public purposes is Marumpa Village, Marusu District, Maros Regency, namely 

the acquisition of land for railway transportation facilities. The existence of land 

acquisition will influence changes in the socio-economic conditions of the 

community. This research aims to analyze the socio-economic impacts arising from 

land acquisition. The method used in this research is a qualitative research method 

with descriptive analysis. Data was collected through interviews and document 

study. The research results show that land acquisition has a positive impact on 

society, namely a) Facilitating Inter-City Mobility; b) Efficient Transportation 

Costs; c) Improving the Economy of Surrounding Communities (Communities 

indirectly affected); d) Reducing Criminal Cases; e) Does not interfere with routine 

activities of communities; f) Increase the land value of surrounding communities. 

On the other hand, there are also negative impacts, namely a) Inappropriate 

Compensation Money; b) Affecting the jobs and income of affected communities 

(directly affected communities); c) Causing Disappointment in the Marumpa 

Community Due to the Lack of Recruitment of Workers in the Marumpa 

Community; d) Cancellation of New Settlement Development Planning 

 

Keywords : Impact of Land Acquisition, Socio-Economic Change, Railway 

Facilities 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah memiliki peran yang krusial bagi manusia karena tanah 

merupakan dasar utama bagi segala aktivitas manusia. Dengan demikian, 

tanah bisa dianggap sebagai kebutuhan fundamental bagi manusia, yang 

diperlukan sejak lahir hingga akhir hidup, baik sebagai tempat tinggal 

maupun sebagai lokasi pemakaman. Dalam konteks ini, tanah memiliki aspek 

sosial, ekonomi, politik, dan kultural (Kasenda, 2015).  Dengan tanah 

manusia bisa mencari penghidupan dengan berkebun, berternak, dan bertani. 

Di atas tanah juga manusia membangun tempat untuk tinggal dan berbagai 

bangunan untuk berkantor dan lain sebagainya, Perannya sebagai dasar dari 

segala aktivitas manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa tanah merupakan 

elemen utama dalam pembangunan di setiap negara, termasuk Indonesia. 

Sebagai negara agraris, hampir semua aktivitas masyarakat Indonesia 

memerlukan lahan (Saleh, 2023) 

Sebagai kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas, tanah 

juga mempunyai fungsi sosial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

yang menyebutkan “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  

Maksud dari fungsi sosial hak atas tanah yang cantum pada penjelasan umum 

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok 

agraria (UUPA) menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki seseorang tidak 

boleh digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, terutama jika hal itu 

merugikan masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan kondisinya, sehingga dapat memberikan manfaat untuk 

kesejahteraan dan kebahagiaan pemilik tanah serta masyarakat dan negara. 

(Arista, 2020).  Ketetapan ini menjadi dasar bahwa kepemilikan tanah oleh 

seseorang harus dilepaskan jika tanah tersebut akan digunakan untuk 

pembangunan guna menjalankan fungsi sosial (Lestari, 2020)  
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Selaras dengan tuntutan pertumbuhan yang semakin meningkat, 

keperluan tanah untuk pembangunan juga semakin meningkat pesat, baik itu 

dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah ataupun pembangunan 

yang dilaksanakan oleh pihak swasta. Situasi ini semakin diperparah dengan 

pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia Situasi ini semakin diperparah 

dengan pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia dan meningkatnya 

kebutuhan penduduk, dimana akibatnya persediaan tanah tidak dapat 

menyuplai kebutuhan akan tanah yang dimana tanah yang tersedia tidak 

berubah kuantitasnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah 

melakukan pengadaan tanah (Kasenda, 2015)  

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur pada Pasal 1 Ayat 2 

Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 yang berbunyi Pengadaan Tanah adalah 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak 

dan adil kepada pihak yang berhak menerima ganti rugi. Pada dasarnya 

Pengadaan tanah bertujuan untuk memperoleh tanah untuk berbagai 

kebutuhan pembangunan, terutama untuk kepentingan umum, prinsipnya 

pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah antara pihak yang 

memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah pemilik tanah yang 

diperlukan untuk kegiatan pembangunan 

Pembangunan pada hakikatnya merupakan usaha manusia dalam 

mengolah dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk yang semakin 

bertambah dan kesejahteraan yang semakin meningkat, tentunya masyarakat 

membutuhkan fasilitas umum untuk menunjang kehidupannya. Adapun 

pembangunan fasilitas umum bertujuan untuk membangun, mengembangkan 

pembangunan, serta merawat fasilitas yang sudah ada yang dimanfaatkan 

masyarakat secara umum. Fasilitas umum tersebut meliputi berbagai aspek 

seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, transportasi dan rekreasi. Salah 

satu tujuan berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum pada aspek 

transportasi yaitu adalah untuk meningkatkan Mobilitas dan Aksesibilitas, 

yang dimana pembangunan fasilitas umum, seperti transportasi umum, jalan 
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raya, dan infrastruktur transportasi lainya yang dapat meningkatkan mobilitas 

dan aksesibilitas masyarakat. Hal ini dapat menunjang konektivitas 

antarwilayah dan mempermudah pergerakan orang dan barang. (Isnaini, 

2022) 

Transportasi salah satu kebutuhan pokok untuk menyokong 

perekonomian dan sosial. Pada daerah-daerah yang sedang berkembang 

transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting, Sarana transportasi 

udara, laut, dan darat berperan penting dalam mendorong pembangunan, 

Pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi yang layak untuk antara 

setiap daerah guna mendorong proses pemerataan pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi nasional khususnya (Junardi, 2015).   

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek infrastruktur 

Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini 

dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan/atau badan 

usaha, dengan tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pemerataan pembangunan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pembangunan daerah. Adapun berbagai proyek-proyek yang termasuk 

dalam proyek strategis nasional itu antara lain seperti pembangunan 

infrastruktur transportasi, pembangunan kilang minyak, proyek penyediaan 

infrastruktur air minum dan lain-lai (Sumarto, 2024). 

Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan pada bidang 

transportasi salah satunya adalah pembangunan sarana transportasi darat, 

yakni pembangunan infrastruktur kereta api sepanjang kurang lebih 142 Km 

yang mana instansi yang memerlukan tanah dalam pengadaan tanah ini adalah 

Kementerian Perhubungan (Tantja, 2021). Rute kereta api ini akan 

menghubungkan lima kota/kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar, 

Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru, dan Pare-pare yang 

diproyeksikan akan melewati 16 stasiun. (Jimmy, 2023)  

Salah Satu kabupaten yang terkena dari Proyek Strategis Nasional 

adalah Kabupaten Maros. Secara geografis Kabupaten Maros merupakan 

daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yang mana Kota 



4 

 

Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak antara Kota 

Makassar dan Kabupaten Maros ± 30 Km dan terintegrasi dalam 

pembangunan kawasan metropolitan. Kabupaten Maros juga berperan 

penting dalam pembangunan Kota Makassar, sebab Kabupaten Maros juga 

dapat dikatakan sebagai pintu masuk dan keluar Provinsi Sulawesi Selatan 

karena fasilitas transportasi udara/bandara udara Sulawesi Selatan terletak di 

Kabupaten Maros. Sehingga pembangunan sarana transportasi berupa 

infrastruktur kereta api di Kabupaten Maros diharapkan dapat lebih 

meningkatkan ekonomi di Indonesia terkhusus di Provinsi Sulawesi Selatan 

(Anonim, 2024)  

Adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) akan berpotensi 

mempengaruhi perubahan ke sosial ekonomi masyarakat baik itu ke arah 

positif ataupun ke arah negatif karena Pembangunan ini berfungsi untuk 

membentuk, mengarahkan, dan memicu perubahan sosial ekonomi di suatu 

wilayah. Fungsi sarana dan prasarana tersebut pasti akan mempengaruhi 

tingkat dinamika sosial ekonomi dalam masyarakat. Hal ini juga terjadi pada 

pengadaan infrastruktur kereta api yang dilaksanakan di Desa Marumpa 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros pada tahun 2017, yang mana 

pembangunan infrastruktur kereta api ini akan memberikan berbagai macam 

dampak kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah ini, baik itu dari 

aspek ekonomi dan sosial, hal ini tidak dapat dihindari sebab berubahnya 

penggunaan lahan akan mengubah juga perilaku masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud melakukan 

penulisan dengan skripsi yang berjudul “Dampak Pengadaan Tanah 

Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Terhadap kondisi Sosial Ekonomi 

Di Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pada penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mekanisme dan objek pengadaan tanah untuk 

pembangunan infrastruktur kereta api di Desa Marumpa Kecamatan 

Marusu Kabupaten Maros? 

2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak pengadaan tanah 

pembangunan infrastruktur kereta api di Desa Marumpa Kecamatan 

Marusu Kabupaten Maros? 

3. Bagaimana respons masyarakat terhadap pengadaan tanah infrastruktur 

kereta api di Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros? 

4. Bagaimana dampak sosial ekonomi akibat pengadaan tanah 

infrastruktur kereta api di Desa Marumpa Kecamatan Marusu 

Kabupaten Maros terhadap masyarakat yang terdampak langsung 

pelepasan lahan dan masyarakat yang tidak terdampak langsung? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui mekanisme dan objek pengadaan tanah 

pembangunan infrastruktur kereta api di Desa Marumpa Kecamatan 

Marusu Kabupaten Maros 

b. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi pihak yang berhak sebelum 

proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kereta api di 

Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros 

c. Untuk Mengetahui sudut pandang dan sikap masyarakat terhadap 

proyek pengadaan tanah infrastruktur kereta api di Desa Marumpa 

Kecamatan Marusu Kabupaten Maros  

d. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi akibat pengadaan tanah 

infrastruktur kereta api di Desa Marumpa Kecamatan Marusu 

Kabupaten Maros terhadap masyarakat yang terdampak langsung 

pelepasan lahan dan masyarakat yang tidak terdampak langsung 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

a. Kegunaan Teoritis 

Penulis berharap dari penulisan ini dapat memberikan sumbangsih 

pikiran yang bermanfaat guna perkembangan ilmu pengetahuan 

terkhusus berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan akibat 

pelaksanaan pengadaan tanah.  

b. Kegunaan Praktis 

Penulis berharap dari penulisan ini  

1. Bagi Peneliti : Menambah ilmu pengetahuan serta 

mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari selama masa 

perkuliahan terkait pengadaan tanah 

2. Bagi STPN : Penelitian ini bisa dijadikan bahan pustaka sebagai 

referensi belajar terkait pengadaan tanah 

3. Bagi Masyarakat ; Penelitian ini bisa menjadi media untuk 

menambah ilmu pengetahuan terkait dampak dari pengadaan tanah 

4. Bagi Peneliti Lain : Penelitian ini bisa dijadikan referensi atau kajian 

literatur penelitian selanjutnya mengenai dampak pengadaan tanah 

untuk fasilitas umum 

D. Keaslian Penelitian  

Sebagai bahan dan untuk membuktikan keaslian penelitian ini, maka 

langkah yang perlu dilakukan adalah dengan cara membandingkan dengan 

penelitian yang sejenis dan relevan terkait “Dampak Pengadaan Tanah 

Pembangunan Infrastruktur Kereta Api Terhadap Sosial Ekonomi Di Desa 

Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros” yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti sebelumnya. Cara ini dilakukan untuk mempertimbangkan 

dan membuktikan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dan kontribusi 

yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

1. Nurul Azmy D. 
Tantja, Westi Utami, 

Mujiyati (2021) 

 

Dampak pengadaan 
tanah terhadap 

penggunaan lahan 

dan kondisi sosial 
masyarakat di 

Kecamatan Rilau 

Kabupaten Barru 

Hasil penelitian menunjukkan 
pembangunan infrastruktur 

sarana dan prasarana kereta 

api berdampak pada 
berkurangnya lahan pertanian 

yakni sawah seluas 37,77 Ha 

maupun tegalan seluas 12,40 
Ha 

2. Nurfadillah (2016) 

 

Dampak 

pembangunan rel 

kereta api terhadap 
perubahan perilaku 

masyarakat di 

Kelurahan 
Mangempang 

Kecamatan Barru 

Kabupaten Barru 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pandangan masyarakat 

terhadap pembangunan rel 
kereta api di Kelurahan 

Mangempang menimbulkan 

pandangan positif dan negatif. 
Ada yang meresponsnya 

dengan baik dan ada juga 

yang tidak sehingga 

menimbulkan sikap 
masyarakat yang berbeda-

beda terhadap pembangunan 

tersebut. Ada yang setuju dan 
ada juga yang menolak. 

3. Laras Mauliyani 

Ahmad (2023) 

 

Strategi kantor 

pertanahan pada 

pelaksanaan 
pengadaan tanah 

bagi kepentingan 

umum (Studi 
pembangunan rel 

kereta api 

Makassar-Parepare 

di Kabupaten 
Maros) 

Hasil penelitian menunjukkan 

strategi yang dilakukan oleh 

Kantor Pertanahan Kabupaten 
Maros dalam Pelaksanaan 

Pengadaan Tanah ialah 

dengan melakukan 
pendampingan dan bantuan 

kepada masyarakat dalam 

melengkapi berkas-berkas 

yang diperlukan dan 
melakukan penilaian tanah 

dengan tenaga profesional. 

4. Juan Gratia 
Pakingki (2023) 

 

Potensi dampak 
pembangunan 

bandar udara 

Dhoho Kediri 

terhadap kondisi 
ekonomi 

masyarakat (Studi 

di Desa Grogol 
Kecamatan Grogol 

Kabupaten Kediri 

Hasil penelitian menunjukkan 
dengan adanya pembangunan 

Bandar udara, penggunaan 

tanah persawahan yang paling 

banyak mengalami perubahan 
penggunaan tanah yaitu 

sebesar 54.92%. Sedangkan 

kondisi ekonominya juga 
mengalami perubahan seperti 

mata pencaharian masyarakat 

mengalami perubahan sebesar 
56% 
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Lanjutan Tabel 1 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil 

5. Junari, Sugeng, 

Widodo, Fendy 

Artha Prissando 

(2022) 
 

Analisis dampak 

perubahan sosial 

dan ekonomi 

masyarakat akibat 
pembangunan 

bandara 

internasional  
Dhoho Kediri 

(Studi Di Desa 

Tiron Kabupaten 
Kediri) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembangunan Bandara 

Dhoho memiliki dampak 

sosial yaitu peningkatan cara 
pandang dan pola  pikir 

masyarakat terhadap 

pendidikan serta 
meningkatnya kualitas SDM 

masyarakat. Sedangkan 

dampak ekonomi yaitu 
peningkatan pendapatan yang 

disebabkan oleh faktor 

pekerjaan dan meningkatnya 

potensi pariwisata. 

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 2024 

 Berdasarkan analisis pada tabel 1 di atas, perbandingan antara hasil 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang berbeda; 

2. Fokus Penelitian; 

3. Keadaan sosial ekonomi ; 

4. Menjelaskan dampak pengaruh positif dan negatif dari perspektif 

masyarakat; dan 

5. Menjelaskan dampak pengadaan tanah terhadap masyarakat langsung 

dan tidak langsung. 

Oleh karena itu, peneliti ingin menunjukkan bahwa penelitian ini 

berbeda dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, sehingga diharapkan dengan 

adanya perbedaan ini dapat dihasilkan temuan yang bermanfaat pada 

penelitian ini. 



107 

 

BAB IX 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengadaan tanah pembangunan proyek Kereta Api Makassar-Pare ini 

berlandaskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan 

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan 

Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, namun terdapat 

beberapa implementasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang 

berlaku seperti 

a. Nilai Ganti rugi 

b. Inventarisasi 

c. Tanah Sisa Tidak Yang Tidak Diganti Rugi  

d. Konsultasi Publik Rencana Pembangunan  

e. Pemberitahuan rencana Pembangunan  

f. Kesesuaian Waktu Pemberian Ganti Rugi 

g. Musyawarah kesepakatan nilai ganti rugi 

2. Terdapat beberapa informasi terkait objek pengadaan tanah yang tercatat 

pada daftar nominatif pengadaan tanah proyek kereta api Makassar-

Parepare,  

a. Terdapat 14 surat tanda bukti/alas hak,  

b. Terdapat 4 jenis status tanah  

c. Total bangunan yang terdampak sebanyak 8 bangunan,  

d. Terdapat 27 jenis tanaman dan 598 tanaman yang terdampak 

e. Terdapat 1 objek benda/objek yang terkait tanah yang dapat dinilai 

f. Terdapat 7 jenis penggunaan tanah yang terdampak, dan sebagian 

besar merupakan penggunaan tanah kosong 
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Adapun terkait jumlah dan luas tanah yang terdampak 

a. Terdapat 95 bidang yang terdampak 

b. Total luas lahan yang terdampak pengadaan tanah 104,517 m2 atau 

sekitar 10,45 ha. 

3. Terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak langsung 

pengadaan tanah terdapat beberapa infrormasi terkait kondisi sosial 

ekonomi masyarakat, seperti: 

a. Perubahan Pekerjaan Masyarakat yang Terdampak 

b. Perubahan Pendapatan Masyarakat yang Terdampak  

c. Perubahan Nilai Tanah 

d. Informasi Dinamika Penduduk 

e. Informasi Perkumpulan/Organisasi Sosial 

f. Informasi Kesejahteraan Masyarakat 

4. Terhadap respons masyarakat peneliti melakukan mengambil dua sudut 

pandang, yaitu dari sudut pandang pemerintah Desa Marumpa dan 

masyarakat Desa Marumpa. Pemerintah desa dan masyrakat Marumpa 

pada dasarnya merespons dengan baik adanya pengadaan sarana 

transportasi di wilayah Desa Marumpa sebab pembangunan ini berpotensi 

memberikan dampak yang positif terhadap sosial ekonomi masyarakat 

Desa Marumpa karena adanya sarana transportasi baru akan menarik 

perhatian orang-orang dari daerah lain untuk mendatangi Desa Marumpa 

untuk mencoba transportasi kereta api sehingga masyarakat yang 

berporfesi sebagai pelaku usaha di sekitar stasiun akan merasakan dampak 

yang positif karena meningkatnya keramaian di sekitar stasiun, namun 

disisi lain adanya pembangunan ini dianggap tidak terlalu memberikan 

pengaruh terhadap perkembangan masyarakat desa, sebab tidak adanya 

perekrutan masyarakat Desa Marumpa untuk bekerja di stasiun. 

5. Pembangunan proyek kereta api ini memberikan dampak positif dan 

dampak negatif terhadap masyarakat Desa Marumpa. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengadaan tanah memiliki dampak positif yang 

signifikan bagi masyarakat yang tidak terdampak langsung. Manfaat ini 



109 

 

seperti memudahkan mobilitas antar kota, efisien biaya transportasi, 

meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, mengurangi Kasus 

Kriminal, tidak mengganggu kegiatan rutin antar warga, dan 

meningkatkan harga nilai tanah masyarakat sekitar. Di sisi lain, dampak 

negatif lebih terasa pada masyarakat yang secara langsung terkena 

pengadaan tanah, seperti uang ganti rugi yang tidak sesuai, mempengaruhi 

pekerjaan masyarakat yang terdampak, menimbulkan rasa kecewa 

terhadap masyarakat lokal sebab tidak adanya perekrutan pekerja terhadap 

masyarakat lokal, dan batalnya perencanaan pembangunan pemukiman. 

Adapun beberapa solusi dari dampak negatif yanng ditimbulkan: 

a. Terkait ketidakpuasan masyarakat dengan ketetapan nilai ganti rugi 

sehingga banyak masyarakat tidak setuju dengan besaran nilai ganti 

rugi, maka satu-satunya cara dari pihak BPN ada dengan proses 

konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan 

b. Masyarakat berharap adanya kajian ulang nilai ganti rugi sebagai 

solusi dari nilai ganti rugi yang dirasa tidak adil bagi masyarakat 

c. Masyarakat lokal dan pihak Desa Marumpa berharap adanya 

perekrutan pekerja terhadap masyarakat lokal di Desa Marumpa 

d. Terhadap batalnya perencanaan pembangunan pemukiman baru 

pihak desa belum mempunyai solusi yang dapat memuaskan 

masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. 
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B. Saran 

1. Masyarakat mungkin akan merasa lebih adil jika bentuk ganti rugi dalam 

bentuk tanah pengganti/relokasi 

2. Pemerintah Desa Marumpa hendaknya memberikan insentif tambahan 

bantuan sosial terhadap masyarakat yang mengalami perubahan dan 

kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pengadaan tanah 

3. Pihak pengelola kereta api sebaiknya merekrut masyarakat lokal atau 

masyarakat Desa Marumpa sebagai tenaga kerja di stasiun kereta api. 

4. Pihak Desa Marumpa dapat berperan sebagai fasilitator terhadap pengelola 

dan masyarakat dalam perekrutan tenaga kerja di sarana stasiun kereta api 
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